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BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARATPERATURAN BUPATI TELUK WONDAMANOMOR 10 TAHUN 2016TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampungmerupakan rencana operasional Tahunan dari Programumum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;b. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran danPendapatan Belanja Kampung yang terarah sesuai dengankepentingan penyelenggaraan pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan  perlu diterbitkansuatu pedoman;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupatitentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Kampung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten PegununganBintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDigoel, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten TelukBintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 29.Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4245);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 TentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5717);7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaKampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk WondamaTahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
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Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten TelukWondama Tahun 2012 Nomor 10);8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tentangPenghapusan dan Penggabungan Kampung (LembaranDaerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012 Nomor 10);9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, tentang PedomanPenyusunan Organisasi dan Tata Kerja PemerintahanKampung (Lembaran Daerah Kabupaten teluk WondamaTahun 2008 Nomor 13);10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, tentang BadanPermusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupatenteluk Wondama Tahun 2008 Nomor 14);11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang PerubahanNama-Nama Kampung dan Distrik (Lembaran DaerahKabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 15);12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, tentangPembentukan Kampung-Kampung Baru (Lembaran DaerahKabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 16);13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang KeuanganKampung  (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk WondamaTahun 2012 Nomor 18);14. Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor 01Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kampung (LembaranDaerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 01, );
M E M U T U S K A N :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerah.3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.4. Distrik adalahWilayah Kerja kepala Distrik sebagai Perangkat daerahKabupaten5. Kepala Distrik adalah Pemimpin dan koordinator PenyelenggaraanPemerintahan di wilayah Kerja Distrik yang dalam Pelaksanaan tugasnyamemperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati sebagaiUnsur Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan Tugas umum Pemerintahan.6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayahyang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormatdalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampungsebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Kampung.8. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih langsungolehmasyarakat melalui pemilihan Kepala Kampung.9. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang bertugas membantukepala Kampung dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan danPembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut denganAPBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yangdibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BadanPermusyawaratan Kampung, danditetapkan dengan Peraturan Kampung.11. Badan Musyawarah kampung yang disingkat BAPERKAM adalah BadanMusyawarah yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat kampung yangberfungsi mengayomi adat istiadat, Membuat peraturan kampung,Menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat serta melakukanpengawasan terhadap pemerintah kampung.12. Wilayah disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah yang merupakanpelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.13. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat olehkepala kampung bersama Badan Musyawarah Kampung.14. Keputusan Kepala kampung adalah Keputusan kepala kampung yangberkedudukan hukum dibawah peraturan Kampung bersifat mengatur dalammelaksanakan peraturan kampung.15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat dengan APBNadalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaranpemerintah Pusat dalam jang waktu satu tahun.16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang disingkat APBD adalahRencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujuibersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangditetapkan dengan Peraturan Daerah.17. Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penata usahaan,Pertanggungjawaban, Dan pengawasan keuangan Kampung.
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18. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan uang melalui rekeningKampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaranyang tidak perlu dibayar lagi oleh kampung.19. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran dari rekening kas Kampungyang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akandiperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.20. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.21. Alokasi dana Kampung yang disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikanoleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber  dari bagiandana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima olehKabupaten.22. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimanapekerjaannyadirencanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TimPengelola Kegiatan.23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Timyangditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung,terdiri dari unsurPemerintah Kampung dan Unsur Lembaga KemasyarakatanKampung untukmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.24. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk olehmasyarakatsesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahKampung dalammemberdayakan masyarakat Kampung.
BAB II

AZAZ PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2(1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.(2) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januarisampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 3(1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuanganKampung dan mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaanmilik Kampung yang dipisahkan.(2) Kepala kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuanganKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kampungb. Menetapkan PTPKD
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c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaanKampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKamp;dane. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKamp.(3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung,dibantu oleh PTPKD.
Pasal 4(1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsurPerangkat Kampung,terdiri dari:a. Sekretaris Kampung;b. Kepala Seksi; danc. Bendahara.(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Kepala Kampung.
Pasal 5(1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf abertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuanganKampung.(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKamp;b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKamp,perubahan APBKamp dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKamp;c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBKamp;d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKamp;dane. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaranAPBKamp.
Pasal 6(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindaksebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas:a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
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Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBKamp;c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas bebananggaran belanja kegiatan;d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KepalaKampung; danf. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.
Pasal  7(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabatoleh staf pada Urusan Keuangan.(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:menerima,  menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBKampung.
BAB IV

SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 8(1) Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri atas:a. Pendapatan Kampung;b. Belanja Kampung;c. Pembiayaan Kampung.
Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9(1) Pendapatan Kampung terdiri atas:a. Pendapatan asli Kampungb. Transfer; danc. Pendapatan lain-lain(2) Pendapatan Asli Kampung sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:a. Hasil usaha;b. Hasil aset;c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dand. Lain-lain pendapatan asli Kampung.
Pasal 10(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat (1) huruf b,terdiri atas jenis:
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a. Dana Desa/Kampung yang  bersumber dari APBN ;b. Bagian dari  Hasil Pajak  Daerah Kabupaten/Kota dan RetribusiDaerah;c. Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari kabupaten;d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dane. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.(2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)huruf  c, terdiri atas jenis;a. Hibah dan sumbangan berupa uang dari pihak ketiga yang tidak mengikat.b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah berupa pendapatansebagai hasilkerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahan yang berlokasi diKampung.
Bagian Kedua

Belanja Kampung

Pasal 11(1) Belanja Kampung terdiri atas kelompok:a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;d. Pemberdayaan masyarakat Kampung; dane. Belanja tak terduga.(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatansesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKPKamp.(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :a. Pegawai;b. Barang dan Jasa; danc. Modal.
Pasal 12(1) Jenis belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a,dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi KepalaKampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan BAPERKAM.(2) Jenis belanja pegawai sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkansetiap bulan.
Pasal 13

(1) Belanja barang / jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf bdigunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilaimanfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:a. alat tulis kantor;
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b. benda pos;c. bahan/material;d. pemeliharaan;e. cetak/penggandaan;f. sewa kantor desa;g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;h. makanan dan minuman rapat;i. pakaian dinas dan atributnya;j. perjalanan dinas;k. upah kerja;l. honorarium narasumber/ahli;m. operasional Pemerintah Desa;n. operasional BPD;o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; danp. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Pasal 14(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c,digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barangatau bangunan yang nilai manfaatnya  lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1)digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Pasal 15(1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  ayat (1) hurufc meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.(2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataskelompok:a. Penerimaan Pembiayaan; danb. Pengeluaran Pembiayaan.(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a,mencakup:a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;b. Pencairan Dana Cadangan; danc. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf antara lain pelampauanpenerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisadana kegiatan lanjutan.(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaanpembiayaan yang digunakan untuk:a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
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pada realisasi belanja;b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; danc. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaranbelum diselesaikan.
Bagian Ketiga

Komposisi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 16(1) Paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanjaKampung  digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pembangunan Kampung,pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakatKampung.(2) Paling banyak 30% (Tiga Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanjaKampung digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yangterdiri dari :a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung dan perangkatKampung;b. Operasional Pemerintah Kampung;c. Tunjangan dan operasional BAPERKAM; dand. Insentif rukun tetangga dan rukun warga
Bagian Keempat

Perhitungan Penghasilan Tetap (SILTAP) Aparat Pemerintah Kampung

Pasal 17(1) Penghasilan tetap kepala Kampung dan Perangkat Kampung dianggarkandalam APBKamp yang bersumber dari ADK.(2) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakanperhitungan sebagai berikut:a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);b. ADK yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampaidengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal50% (lima puluh perseratus);c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus);(3) Bantuan kepada Karang Taruna, RT/RW, Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) dan Linmas sesuai dengan kemampuan keuanganKampung.(4) Anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK),Penggunaannya berpedoman pada petunjuk teknis Pengelolaan DanaKampung (ADK);
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BAB V
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 18(1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentangAPBKampung berdasarkan RKPKamp tahun berkenaan.(2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentangAPBKamp kepada Kepala Kampung.(3) Rancangan peraturan Kampung tentang APBKamp sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada BadanPermusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.(4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKamp disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober  tahunberjalan.
Pasal 19(1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakatibersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan olehKepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik atau sebutan lainpaling lambat  3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKamp sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejakditerimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlakudengan sendirinya.(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampungtentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukanpenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanyahasil evaluasi.
Pasal 20(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Kampung tetapmenetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadiPeraturan Kampung,  Bupati membatalkan Peraturan Kampung denganKeputusan Bupati.(2) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaransebelumnya.(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung
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hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraanPemerintah Kampung.(4) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung Palinglama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BAPERKAM mencabutperaturan Kampung dimaksud.
Pasal 22(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampungtentang APBKampung kepada Kepala Distrik atau sebutan lain.(2) Kepala Distrik menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKampungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerjasejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.(3) Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlakudengan sendirinya.(4) Dalam hal Kepala Distrik menyatakan hasil evaluasi Rancangan PeraturanKampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum danperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampungmelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi.(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampungsebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkanRancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi PeraturanKampung, Kepala Distrik menyampaikan usulan pembatalan PeraturanKampung kepada Bupati.
Pasal 23(1) Perubahan Peraturan Kampung Tentang APBKampung dapat dilakukanapabila terjadi:a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenisbelanja;b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampungpada tahun berjalan; dan/ataud. terjadi peristiwa khusus,  seperti  bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.(2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun anggaran.(3) Tata cara pengajuan Perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara
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penetapan APBKampung.
BAB VI

PENUTUP

Pasal 24Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten TelukWondama
Ditetapkan di Rasieipada tanggal 1 April 2016
BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURIDiundangkan di Rasieipada tanggal 1 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY
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